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OUTPUT Terlaksananya 

urusan penunjang bidang 

keuangan dalam pengelolaan 

Barang Milik Daerah pada 

perangkat daerah

IK : Jumlah dokumen 

penatausahaan Barang Milik 

Daerah yang disusun

OUTPUT Terlaksananya 

pengelolaan PAD yang 

optimal

IK : Persentase realisasi 

PAD

OUTPUT Terlaksananya 

penatausahaan PAD

IK : Jumlah dokumen 

Laporan Pendapatan 

Daerah yang disusun

OUTPUT Tersusunnya 

dokumen perencanaan dan 

dokumen penganggaran 

APBD

IK : Jumlah dokumen 

Perencanaan perangkat 

daerah, KUA PPAS, dan 

Perda APBD yang disusun

OUTPUT Terlaksananya 

implementasi Sistem 

Informasi Keuangan Daerah 

yang terintegrasi

IK : Persentase input data 

perencanaan, penganggaran, 

penatausahaan, dan 

pelaporan yang tepat waktu

OUTPUT 

Terlaksananya 

penerbitan SP2D

IK : Persentase 

penerbitan SP2D yang 

tepat waktu

OUTPUT 

Tersusunnya 

dokumen pelaporan 

keuangan daerah

IK : Jumlah Laporan 

Keuangan Pemerintah 

Daerah yang disusun

OUTPUT Terlaksananya urusan 

penunjang bidang keuangan 

dalam pengelolaan keuangan 

pada perangkat daerah

IK : Jumlah dokumen keuangan 

perangkat daerah yang disusun

OUTPUT Terlaksananya 

penyusunan Laporan Barang Milik 

Daerah yang tepat waktu dan 

akurat

IK : Jumlah Laporan Barang Milik 

Daerah dan Daftar Barang Milik 

Daerah yang disusun

OUTCOME Meningkatnya kualitas penganggaran, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban keuangan daerah

IK : Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

OUTCOME Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah

IK : Persentase pengelolaan BMD yang sesuai dengan peraturan perundangan

(PP 28/2020, Permendagri 19/2016, Permendagri 47/2021, dan Perda 1/2020)

Formulasi : Jumlah Variabel Pengelolaan BMD Yang

Terlaksana dibagi Jumlah Variabel Pengelolaan BMD Yang Harus 

Dilaksanakan dikali 100%

OUTCOME Meningkatnya kualitas 

pengelolaan Pendapatan Daerah

IK : Persentase peningkatan PAD

Formulasi : [Anggaran PAD Tahun Ini 

dikurang Anggaran PAD Tahun Lalu]

dibagi Anggaran PAD Tahun Lalu dikali 

100%

OUTCOME ANTARA Meningkatkan kualitas perencanaan dan 

penganggaran keuangan daerah

IK : Persentase penganggaran APBD yang tepat waktu

Formulasi : Jumlah Dokumen Penganggaran APBD yang 

tersusun tepat waktu dibagi Jumlah Dokumen Penganggaran 

APBD yang harus disusun tepat waktu dikali 100%

OUTCOME ANTARA Meningkatkan kualitas penatausahaan dan pelaporan keuangan 

daerah

IK : 

- Persentase kemampuan bayar atas seluruh tagihan belanja

Formulasi : Jumlah Dokumen SP2D yang diterbitkan dibagi Jumlah Dokumen SPM yang 

diajukan dikali 100%

- Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu

Formulasi : Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tersusun tepat waktu 

dibagi Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang harus disusun tepat waktu 

dikali 100%

OUTCOME ANTARA Meningkatkan kualitas pengelolaan 

Barang Milik Daerah 

IK : Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 

(LBMD) dan Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) yang 

tepat waktu

Formulasi : Jumlah LBMD dan DBMD yang tersusun tepat 

waktu dibagi Jumlah LBMD dan DBMD yang harus 

disusun tepat waktu dikali 100%

OUTCOME ANTARA Meningkatkan 

optimalisasi potensi PAD dan pengelolaan 

Pendapatan Daerah

IK :  Persentase realisasi PAD

Formulasi : Realisasi PAD dibagi Anggaran 

PAD dikali 100%
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